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ABSTRAK  

 

Ahmad Sukri, (2022): IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP 

PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA 

BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 39 

TAHUN 2010 TENTANG BADAN USAHA 

MILIK DESA 

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu 

alasan terpenting mengapa BPD dibentuk. Upaya pengawasan dimaksud untuk 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bumdes Sesuai yang tertera di 

dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 pada bab ke 5 pasal 23 tentang 

pengawasan. Implementasi dan wewenang BPD sangat penting dalam melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Bumdes salah satunya yang ada di Desa 

Teratak yang diharapkan berjalan optimal. Seiring berjalannya waktu pada 

pelaksanaan Bumdes terlihat tidak ada perkembangan dan kemajuan, bahkan 

dikatakan menurun dari segi pelaksanaanya. Berdasarkan latar belakang di atas 

rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Implementasi kewenangan 

BPD terhadap pengawasan BUMDes berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 

2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya 

dan, 2) Kendala serta hambatan yang dihadapi BPD dalam pengawasan BUMDes 

di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berbentuk pertanyaan, 

uraian, deskripsi, yang mengandung satu makna dari nilai tertentu. Sumber data 

yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder, sumber data primer 

diperoleh dari observasi langsung ke lokasi penelitian serta wawancara secara 

langsung kepada informan dan sumber data skunder diperoleh dari buku-buku, 

jurnal, dan internet. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan 

wawancara. Dan teknik pengambilan sampel yang peneliti lakukan adalah teknik 

purposive sampling. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan 

bahwa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, dalam 

pengawasan internal BPD terhadap Bumdes telah melakukan tugasnya dengan 

baik dan juga melaksanakan tugasnya berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 

2010. Adapun kendala dan hambatan yang terjadi dalam pengawasan Badan 

Usaha Milik Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar 

adalah, terdapat salah penerimaan komunikasi, kurangnya sumber daya manusia 

yang memahami tentang ilmu dalam hal pengawasan suatu kegiatan, dan 

terbatasnya waktu pengawasan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

Dalam upaya menjalankan roda Pemerintahan Negara, dituntut untuk 

dibentuknya struktur organisasi sebagai suatu sistem. Hal ini penting sekali karena 

tugas yang diemban oleh Negara sangat kompleks, sehingga perlu penanganan 

secara menyeluruh dan serius. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa Negara 

mempunyai dua tugas utama, yaitu : 

1) Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni 

yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang 

membahayakan. 

2) Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-

golongan kearah terciptannya tujuan-tujuan dari masyarakat seutuhnya. 

Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan 

disesuaikan satu sama lainnya dan diarahkan pada tujuan nasional.
1
 

Namun mengingat wilayah Negara Indonesia sangat besar dengan rentang 

geografis yang luas dan kondisi sosial budaya yang beragam, UUD 1945 pada 

Bab VI Kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah. Hal ini tercantum 

dengan tegas dalam Pasal 18 UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi
2
 : 

1) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas derah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,  

                                                             
1
 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2008), hlm. 48 
2
 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Setelah Amandemen 
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2) kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 

dengan undang-undang. 

3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 

menguruus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

4) Pemerintahan derah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui 

pemilihan umum. 

5) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepada pemerintah 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 

6) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

Pemerintah Pusat. 

7) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantan. 

8) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam 

undang-undang.
3
 

Pembagian daerah Indonesia dengan bentuk susunan Pemerintahannya 

ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar 

permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam 

daerah-daerah yang bersifat istimewa. 

                                                             
3
 Ibid., 
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Sistem struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan 

pemerintah, khususnya Pemerintahan Daerah yang langsung berhubungan dengan 

masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan Pemerintahan yang peka terhadap 

perkembangan dan perubahan yang terjadi.
4
 

Dalam konteks sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang 

membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan 

bentuk dan susunan tingkatan Pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan. 

Dalam konteks ini, Pemerintahan Desa merupakan subsistem dan sistem 

penyelenggaraan Pemerintahan Nasional yang langsung berada di bawah 

Pemerintah Kabupaten. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Menurut Unang Sunardjo Desa adalah suatu kesatuan masyarakat 

berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang 

tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik 

karena seketurunan maupun karena sama-sama mempunyai kepentingan politik, 

ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; 

memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan 

rumah tangganya sendiri.
5
 

Salah satunya adalah Desa Teratak yang terdiri dari 956 Kepala Keluarga 

(KK) dengan jumlah warga 2.954 jiwa. Yang terdiri dari 1.394 Laki-laki dan 

1.560 Perempuan. Desa Teratak memiliki luas wilayah 1856 ha dimana 65% 

                                                             
4
HAW. Widjadja, Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 42 
5
Unang Sunardjo, Tinjauan singkat: Pemerintahan desa dan Kelurahan, (Bandung: 

Arsito, 1984), hlm. 4 



4 

 

 

berupa daratan yang berfotografi berbukit-bukit, dan 35% daratan dimanfaatkan 

sebagai lahan pertanian untuk persawahan tadah hujan. Iklim Desa Teratak, 

sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan 

penghujan, hal tersbut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada 

lahan pertanian yang ada di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.
6
 

Desa memiliki pemerintah sendiri, Pemerintah Desa terdiri atas 

pemerintah desa yang meliputi kepala Desa, sekertaris Desa, perangkat Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan  

penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

bersama  Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota BPD adalah wakil dari 

penduduk Desa berangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD 

terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama 

dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 

tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan 

berikutnya. BPD tidak merangkap jabatan sebagai kepala Desa dan perangkat 

Desa. 

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyrakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD), yaitu suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7
 Juga sebagai lembaga legislasi dan 

wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

                                                             
6
Dokumen Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, Tahun 2019 

7
Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintahan Desa yang 

memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu 

alasan terpenting mengapa BPD dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap 

pelaksanaan pemerintahan Desa yang dipimpin kepala Desa merupakan tugas 

BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk melakuakan pengawasan terhadap 

kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Konsistensi BPD 

dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, 

fungsi pemerintah, peraturahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan 

bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. 

Dalam pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) tidak terlepas 

oleh pengawasan dari pihak pemerintahan, dan salah satu yang dapat mengawasi 

BUMDes adalah BPD, sesuai yang tertera di dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 

2010 pada bab ke 5 (Lima) pasal 23 tentang Pengawasan : a) BPD dan/atau 

pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan 

pengawasan atas pengelolaan BUMDes. b) Inspektorat Kabupaten/Kota 

melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
8
 

Pada dasarnya BUMDes ini lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam 

usaha peningkatan ekonomi Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. 

BUMDes merupakan suatu lembaga/badan usaha milik Desa yang berbadan 

hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, 

                                                             
8
 Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa 
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mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar kekayaan 

desa yang dipisahkan.
9
 

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dari 

Desa, oleh Desa, untuk Desa dan Pemerintahan Desa berperan sebagai 

pengawasan dan pembinaan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan 

BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk 

warga masyarakat secara berkelanjutan.
10

  

Pembentukan BUMDes di sebuah desa tidak akan sah jika tidak dibahas 

dan tidak disetujui oleh BPD sebab pembentukan BUMDes berawal dari Perdes 

dan bersamaan dengan pemerintahan desa dan BPD. Dalam pelaksanaan 

BUMDes, implementasi dan wewenang BPD sangat penting, yakni melakukan 

pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa dalam membina pengelolaan 

BUMDes. Dan dalam hal ini pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugas 

pembinaan terhadap BUMDes yang disampaikan melalui musyawarah desa.
11

 

Bentuk keterlibatan pemerintah desa bersama-sama dengan perangkat desa 

lainya adalah melakukan pengawasan, pengontrolan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan BUMDes di Desa Teratak kecamatan Rumbio Jaya. Diharapkan 

Dalam konteks ini BUMDes yang ada didesa bersangkutan berjalan optimal 

sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat setempat dan juga pemerintahan 

setempat, maka implementasi wewenang BPD dalam melakukan pengawsan 

                                                             
9
Amelia Sri Kesuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya 

dalam Meningkatktan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, 

Jurnal Of Ruml and Development, Vol. 5 No. 1, 2014, hlm. 1 
10

Khairul Aguliyansyah, Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes), Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 4 No. 4, 2016, hlm. 1786 
11

Ibid., 
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dengan cara tidak langsung dan juga strategis, peran BPD diwujudkan ikut serta 

dalam bentuk pengawasan dan meminta pertanggungjawaban pembina BUMdes, 

yakni kades, dalam mekanisme musyawarah desa. BPD tidak masuk ke ranah 

operasional atau teknis keseharian melainkan semua akan dibicarakan saat 

musyawarah desa. 

Pada kenyataannya permasalahan yang ditemui penulis pada saat observasi 

dilapangan bahwa Bumdes yang ada di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya 

Kabupaten Kampar, terlihat tidak ada perkembangan dan kemajuan, bahkan dapat 

dikatakan menurun dari segi pelaksanaannya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disini penulis tertarik untuk 

meneliti tentang: KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

TERHADAP PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA 

BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG 

BADAN USAHA MILIK DESA (DESA TERATAK KECAMATAN 

RUMBIO JAYA). 

B. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan di atas maka untuk 

mempermudah dalam melakukan penelitian, penulis membatasi masalah yang 

diteliti pada “ Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap 

Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 

2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Teratak Kecamatan 

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)”.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi kewenangan BPD terhadap pengawasan 

BUMDes berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan 

Usaha Milik Desa, di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya? 

2. Apa saja kendala dan hambatan BPD dalam pengawasan BUMDes di Desa 

Teratak Kecamatan Rumbio Jaya? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui implementasi kewenangan BPD terhadap pengawasan 

BUMDes berdasarkan Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan 

usaha milik desa. 

b. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam BPD dalam pengawasan 

BUMDes di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

1) Untuk menembah referensi, bahan literature atau pustaka, khususnya 

dalam memahami bagaimana Implementasi Kewenangan BPD 

Terhadap Pengawasan BUMDes Berdasarkan Permendagri Nomor 39 

Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. 
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2) Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian 

untuk penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Kewenangan 

BPD Terhadap Pengawasan BUMDes Berdasarkan Permendagri 

Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat 

bermanfaat baik bagi pihak BPD dalam melaksanakan Pengawasan 

BUMDes di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian hukum 

empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan 

penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data skunder 

melalui wawancara yang kemudian akan dijadikan bahan penulisan penelitian 

ini.
12

 Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap 

keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat 

dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang 

dibutuhkan.
13

 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu bukan berbentuk 

angka atau nominal tertentu tetapi lebih sering berbentuk pertanyaan, uraian, 

                                                             
12

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek,cetakan ke- 4, (Jakarta ; sinar 

Grafika,2008)  hlm. 12. 
13

 Ibid., 
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deskripsi, yang mengandung satu makna dan nilai tertentu yang diperoleh 

melalui instrument penggalian data khas kualitatif seperti wawancara, 

observasi, analisis dokumen dan sebagainya.
14

 

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan maksud 

untuk memberikan data yang yang seteliti mungkin mengenai keadaan yang 

sesuai dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini bukan berupa data secara 

statistic ataupun nominal kuantifikasi, melainkan deskriptif hasil temuan 

dilapangan. 

2.  Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian, maka 

penelitan ini dilaksanakan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, dimana 

titik pengambilan data penelitian tentang Implementasi Kewenangan BPD 

Terhadap Pengawasan BUMDes Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 

2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio 

Jaya. Dan apa saja kendala serta hambatan BPD Terhadap Pengawasan 

Bumdes. 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data 

sekunder dan data tertier: 

b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan
15

 tempat 

lokasi penelitian dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak 

dan informasi yang dibutuhkan dan relavan dengan kebutuhan penelitian. 

                                                             
14

 Haris Herdiansyah, Wawancara Observasi dan Focus Grop Instrumen Penggalian 

Data Kualitatif, ( Jakarta: Rajawalipers, 2013), hlm. 10. 



11 

 

 

c. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang 

terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan dan sebagainya
16

 yang berhubungan dengan masalah 

dalam penelitian ini. Data sekunder dapat dibagi menjadi ; 

1) Bahan hukum primer  

Bahan -bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang 

undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha 

Milik Desa. 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah 

hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
17

 

3) Bahan Hukum Tertier 

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum premier atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.
18

 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, 

benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.
19

 

                                                                                                                                                                       
15

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2015 hlm). 105. 
16

 Ibid.,hlm. 106. 
17

 Ibid,. 
18

 Ibid ., 
19

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 

2007), hlm. 118. 
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Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang 

ada.
20

 

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara Purposive sampling, 

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa 

diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan 

terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil kemudian sampel 

dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalakan tidak 

menyimpang dengan ciri-ciri sampel yang ditetapkan.
21

 

Penulis membuat kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan 

dengan rincian sebagai berikut: 

1) Pemerintah Desa Teratak yang mengetahui proses pembentukan 

pelaksanaan Bumdes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yaitu 

kepala Desa. 

2) Pengelola Bumdes yang mengerti dan paham pelaksanaan program 

Bumdes serta aktif dalam pelaksanaan program Bumdes, yang dijadikan 

sampel yaitu ketua Bumdes. 

3) Badan Permusyawaratan Desa di Desa Teratak yang mengawasi 

bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan Bumdes, terdapat 9 anggota 

terdiri dari: Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Wakil Ketua, Sekertaris, 

Bendahara dan lima anggota lainnya.  

 

 

 

                                                             
20

 Ibid, hlm. 119. 
21

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 135. 
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Table l.1 

Populasi dan Sampel 

No Responden 

Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 

Persentase 

1. 

Pemerintah Desa 

(Kepala Desa) 

1 1 100% 

2. 

BPD (Ketua, Wakil 

Ketua, Sekertaris, 

Bendahara, 

Anggota) 

9 9 100% 

3. BUMDES (Ketua) 1 1 100% 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian,yakni sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.
22

 

dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat 

kaitannya dengan objek penelitian. 

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses 

tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua 

orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai 

informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti 

dengan para informan. 

                                                             
22

 Haris Herdiansyah, Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010), hlm. 106. 
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c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-

buku,jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti.
23

 

d. Dokumentasi, Cara atau teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data 

dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah 

penelitian.
24

 Peneliti harus menjelaskan dokumen apa yang dikumpulkan 

dan bagaimana cara mengumpulkan dokumen tersebut. Pengumpulan data 

melalui dokumen bisa menggunakan alat kamera, atau dengan photocopy. 

Teknik ini akan penulis lakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan 

ketika dilapangan. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai 

suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 

besamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan 

wawancara yang diperoleh, kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga 

menjadi sebuah catatan lapangan. Teknis analisi data kualitatif digunakan 

untuk menggambarkan secara sitematis fakta-fakta dan data-data yang 

diperoleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi 

literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut 

menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, 

                                                             
23

 Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 

2011), hlm. 53. 
24

 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Pekanbaru: Asuaska Press,2015), 

hlm, 52. 
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kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data 

yang disajikan berbentuk narasi untuk kemudaian mendapatkan penjelasan 

mengenai Implementasi Kewenangan BPD Terhadap Pengawasan BUMDes 

Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik 

Desa (Studi Kasus Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya). 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis 

menggambarkannya dalam sistematika sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan dan langkah awal memahami 

persoalan sebelum memulai pembahasan selanjutnya. Pada bab ini 

menguraikan tentang bagaimana latar belakang masalah penelitian, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan secara umum bagaimana lokasi, 

keadaan, dan gambaran yang ada di tempat penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari, sejarah Desa Teratak 

Kecamatan Rumbio Jaya, keadaan geografi dan keadaan 

demografis Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, dan sejarah 

Badan Usaha Milik Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio 

Jaya. 
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BAB III :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang konsep-konsep maupun 

kepustakaan yang menunjang maksud dan tujuan penelitian. Pada 

bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teori: 1) Tentang 

Pengawasan, 2) Teori Implementasi dan hal lain yang berkaitan 

dengan Implementasi dan Pengawasan. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang sebuah hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti, pada bab ini menguraikan tentang 

bagaimanakah Implementasi Kewenangan Badan 

Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan BUMDes 

Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tenang Badan 

Usaha Milik Desa, dan apa saja kendala dan hambatan BPD dalam 

pengawasan BUMDes di Desa Teratak Kecamatan Rumbio jaya. 

BAB V :  PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisa atau pembahasan 

yang berhubungan dengan hasil penelitian dan juga saran-saran 

yang mungkin dapat diberikan mengenai pengawasan terhadap 

pengelolaan badan usaha milik desa. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Desa Teratak 

Desa Teratak merupakan desa tertua di wilayah kecamatan rumbio 

Jaya. Ada beberapa desa tua yang ada di wilayah Rumbio Jaya seperti desa Pulau 

Payung, desa Alam Panjang, dan termasuk desa Teratak. Dahulu desa teratak 

termasuk wilayah kenegerian Rumbio. Suatu kenegerian yang dipimpin oleh wali 

negeri. Wilayah kenegerian Rumbio itu dibagi menjadi wilayah kecil yang 

dipimpin oleh wali kampung. Salah satunya termasuk wali kampung Teratak yang 

pada masa itu dipimpin oleh Bapak Soelaiman Datuk Majo Besar (Alm). 

Seiring dengan perkembangan zaman, dengan usaha dan atas berkah 

rahmat Allah SWT pada tahun 1979 desa muda Teratak menjadi desa penuh atau 

desa definitif dengan Bapak Soelaiman Dt. Majo Besar (Alm) sebagai Kepala 

Desa yang pertama. Desa Teratak diberi kewenangan untuk mengurus 

kepentingan wilayah dan mensejahterakan masyarakat setempat.
25

 

B. Keadaan Geografis 

Desa Teratak terletak didalam wilayah Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten 

Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Kratai dan Desa Simpang Petai 

Kecamatan Rumbio Jaya. 

                                                             
25

 Dokumen Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Tahun 

2019 
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2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio 

Jaya. 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Payung dan Desa Alam 

Panjang Kecamatan Rumbio Jaya. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio 

Jaya dan Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar. 

Luas wilayah desa Teratak adalah 1865 Ha dimana 65% berupa daratan 

yang berfotografi berbukit-bukit, dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan 

pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan. Iklim di desa 

Teratak, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim 

kemarau dan penghujan hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap 

pola tanam dan pada lahan pertanian yang ada di Desa Teratak Kecamatan 

Rumbio Jaya.
26

 

C. Keadaan Demografis 

1. Penduduk 

Penduduk merupakan tenaga yang potensial dalam mengolah tanah 

pertanian maupun pelaksanaan pembangunan, karena penduduk selain objek 

pembangunan, juga sekaligus merupakan subjek dari pembangunan itu 

sendiri. Mengenai jumlah penduduk Desa Teratak pada tahun 2019 berjumlah 

2.954 jiwa.
27

 

 

                                                             
26

 Dokumen Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Tahun 

2019 
27

 Dokumen Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Tahun 

2019 
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Tabel II.1 

Jumlah Penduduk Desa Teratak 

No  Jenis Kelamin Jumlah  Keterangan  

1. Laki-laki 1.394  

2. Perempuan  1.560  

 Jumlah  2.954  

Sumber: Kantor Kepala Desa Teratak pada tahun 2019 

 

2. Mata pencaharian 

Penggunaan tanah desa Teratak ini sebagian besar dimanfaatkan untuk 

perkebunan, keadaan tanah ini menyebabkan penduduk desa Teratak sebagian 

besar hidup disekitar pertanian terutama dibidang perkebunan/pertanian. 

Disamping bergerak disektor pertanian sebagaimana yang telah diuraikan 

diatas, penduduk desa Teratak banyak yang bekerja sebagai Pedagang, buruh 

dan Pegawai Negeri yang jumlahnya relatif sangat sedikit sekali. Untuk lebih 

jelasnya mengenai jumlah penduduk ini dapat dilihat pada tabel berikut.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28

 Dokumen Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Tahun 

2019 
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Tabel II.2 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Petani/pekebun 

Buruh 

Pedagang 

Pensiun 

Polri 

Dosen 

385 

50 

20 

19 

- 

1 

 Jumlah  475 

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Teratak Tahun 2019 

3. Pendidikan  

Keadaan tingkat pendidikan masih rendah mempengaruhi cara berfikir 

masyarakat, karena sikap dan tingkah lakunyadalam kehidupan sehari-hari 

memegang peranan yang penting juga merupakan sarana merubah cara 

berfikir masyarakat kearah yang maju. 

Untuk itu pemerintah berkewajiban menyelenggarakan suatu sistem 

pendidikan dengan tidak apakah dia termasuk orang mampu atau tidak 

mampu.
29

 Mengenai tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

 

                                                             
29

 Dokumen Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Tahun 

2019 
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Tabel II.3 

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

No  Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Pra Sekolah 

Sekolah Dasar 

SLTP/MTS 

SLTA/MA 

Sarjana 

Pasca Sarjana 

510 

362 

- 

- 

57 

1 

 Jumlah  930 

    Sumber: Kantor Kepala Desa Teratak 2019 

4. Agama 

Negara Indonesia terdiri dari beberapa suku dan agama, maka 

pemerintahan Indonesia mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti adanya 4 

(empat) agama yang besar dan dibenarkan untuk berkembang. Demi 

tercapainya pembangunan nasional dalam kerukunan antar umat beragama, 

maka Negara Indonesia adalah berdasarkan ketuhanan yang maha esa, 

sebagaimana diatur didalam undang-undang dasar 1945. 

Dengan adanya kerukunan antar umat beragama di Desa Teratak telah 

mencerminkan pelaksanaan dari pasal 29 undang-undang dasar 1945 dan sila 

pertama dari pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum hal 
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ini dibuktikan adanya sarana ibadah di desa teratak seperti yang terdapat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel II.4 

Jumlah Rumah Ibadah 

No Jenis rumah ibadah Jumlah Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

Masjid 

Surau atau langgar 

Gereja 

Lain-lain 

3 

8 

- 

- 

Baik 

Rata-rata rusak 

Ringan/Berat 

 Jumlah 11  

Sumber: Kantor Kepala Desa Teratak Tahun 2019 

5. Pemerintahan Desa  

Untuk memudahkan penytusunan intruksi serta untuk memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat desa, maka desa teratak yang luasnya 

1865 Ha di bagi di dalam 4 (Dusun), yang masing-masing dilengkapi oleh 

seorang kepala dusun. 

Adapun dengan adanya pembagian wilayah yang sedemikian rupa, maka 

diharapkan masyarakat akan menerima intruksi baik yang dating dari kepala 

desa maupun yang dating dari atasan dengan capat dan tepat. Dalam 

melaksanakan pemerintahan desa sehari-hari di kantor kepala desa teratak di 

bantu oleh aparatur pemerintahan desa yang terdiri dari: 

- 1 (satu) orang Plt Sekertaris Desa 
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- 4 (empat) orang pembantu 

Dalam hal ini lembaga tersebut telah dapat bekerja sama dengan kepala 

desa.
30

 Mengenai susunan organisasi pemerintahan desa teratak dapat dilihat 

melalui struktur organisasi di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

D. Sejarah BUMDes Desa Teratak  

Usaha ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UEP-SP) Desa Teratak, sudah resmi 

berubah menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sejak (28/12/2012) yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan Desa Teratak Nomor 295 bulan 12 tahun 2012. 

BUMDES ini merupakan lembaga keuangan ditingkat Desa meneruskan dari 

kegiatan UEP-SP yang sudah diaktenotariskan. 

                                                             
30

 Dokumen Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Tahun 

2019 

 

BPD KEPALA DESA 

DUSUN II DUSUN I 

KAUR KEUANGAN 

KAUR PEMBANGUNAN 

KAUR UMUM 

KAUR PEMERINTAHAN 

Plt. SEKERTARIS DESA 

DUSUN III DUSUN IV 

Sumber: Kantor Kepala Desa Teratak Tahun 2019 
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Pada tahun 2008, UEP-SP mendapat pinjaman dana sebesar Rp 500 juta 

yang dikelola selama 4 tahun dengan jumlah anggota sampai bulan Desember 

2012 sebanyak 123 orang, yang pinjam lebih kurang 60 orang. Dari dana 

pinjaman itu tergulir menjadi Rp 2,30 milyar. Hal itu disampaikan oleh direktur 

BUMDES di Aula Kantor Desa Teratak dan dihadiri Kepala Desa Teratak, Kepala 

BPD dan seluruh perangkat desa dan masyarakat. 

Ia menyampaikan bahwa, masyarakat sangat antusias dan merasa terbantu 

dengan adanya pinjaman UEP-SP ini, bahkan dengan telah berubahnya lembaga 

keuangan desa ini menjadi BUMDes tentunya akan mempermudah bagi 

masyarakat meminjam uang, sebab BUMDes merupakan lembaga keuangan di 

tingkat desa, atau bisa disebut sebagai Bank Mini Desa. 

BUMDes Mitra Baru berkedudukan dan berkantor di desa Teratak Ibu Kota 

Kecamatan Rumbio Jaya dan merupakan lembaga usaha semi formil masyarakat 

dan Desa Teratak yang pengelolanya terpisah dengan Pemerintah Desa. 

Kepengurusan BUMDes Mitra Baru Desa Teratak terdiri dari: 

1. Pengurusan dan Tata Kerja 

a) Komisaris (penasehat) 

Kepala Desa Teratak 

b) Badan Pengawas 

Dewan Pengawas terdiri dari satu orang Ketua dan dua orang anggota 

c) Direksi dan Manajemen 

1) Direktur 

2) Kepala Operasional 

3) Kepala Unit Usaha 
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Direktur dan kepala unit usaha dipilih oleh kepala desa melalui 

musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Masa 

kerja pengurus BUMDes maksimal 3 (tahun) atau ditentukan oleh 

musyawarah desa dan setelah masa jabatan berakhir dapat dipilih kembali. 

Untuk membantu kelancaran kegiatan BUMDes. 

Pengurus mempunyai fungsi : 

a. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDes 

b. Mengangkat anggota pengelola BUMDes dengan Persetujuan 

Pemerintah Desa dan BPD 

c. Mengelola keuangan dan aset BUMDes 

d. Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola BUMDes 

e. Mewakili dan atau menetapkan Kuasa Hukum BUMDes untuk 

bertindak di dalam dan atau di luar pengadilan 

f. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga 

g. Melakukan pinjaman demi kepentingan BUMDes dengan persetujuan 

Pemerintah Desa dan BPD 

h. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDes 

i. Menyampaikan laporan pertanggungajwaban pengelolaan BUMDes 

Selain itu BUMDes mempunyai tim verifikasi yang mana tim ini di 

bentuk untuk menunjang kelancaran pengelolaan BUMDes terutama dalam 

melakukan analisis tentang kredit yang diajukan oleh anggota peminjam. Tim 

ini beranggotakan seluruh pengurus. Selain unsur di desa BUMDes 

mengangkat pendampingan untuk membantu kegiatan/manajemen 

administrasi.
31
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa 

tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara 

membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi 

yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. 

Pengawasan juga diartikan sebagai suatu usaha sistematika untuk 

menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan 

merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata 

dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
32

 

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah 

“awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. 

Kemudia Sarwoto memberikan defenisi tentang pengawasan sebagai 

berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar 

pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan 

atau hasil yang dikehendaki”.
33

 

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen 

fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua 

unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang 
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melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan 

demikian pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan 

melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan 

dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan 

pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama 

dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan 

keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan 

atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan penyimpangan atau 

kesalahan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak 

memperoleh bimbingan.
34

 

Henry Fayol juga mengatakan bahwa pengawasan adalah 

pengujian apakah aspek segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan 

untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-

kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah 

terulangnya kembali.
35

 

Selanjutnya, Fahmi dalam Erlis Milta juga mengatakan bahwa 

pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa 

tujuan-tujuan organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efesien serta 

lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengertian ini 
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menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara rencana dan 

pengawasan.
36

 

Kemudian menurut Moekizat dalam Satriadi juga mengatakan 

bahwa pengawasan itu adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, 

menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-

tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.
37

 

Menurut Robert J. Mockler bahwa pengawasan adalah suatu usaha 

sistematik untuk mendapatkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan 

perencanaan merancang system informasi, uman balik, membandingkan 

kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, 

menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta 

mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa 

semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan 

efesien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
38

 

Jelasnya pengawasan itu harus berpedoman terhadap hal-hal 

berikut:
39

 

a. Rencana (Planning) yang telah ditentukan 

b. Perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance) 

c. Tujuan 

d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya 
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Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan mengenai 

makna pengawasan bahwa pengawasan itu merupakan salah satu 

pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan manajerial untuk menjamin 

terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta 

pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan. 

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah itu terdiri atas 

pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki 

berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh 

otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawsan 

terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh 

departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan 

pemerintahan umum (departemen dalam negeri).
40

 

2. Bentuk-bentuk Pengawasan 

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga bentuk 

pengawasan, yaitu: 

a. Pengawasan pendahuluan (steering controls). Pengawasan ini 

direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-

penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi 

dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan. 

b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan 

(Concurrent Contrls). Pengawasan ini dilakukan selama suatu 

kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan  ini juga merupakan proses 
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dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-

kegiatan bisa dilanjutkan atau menajadi semacam peralatan “double 

check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan. 

c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-

hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Pengawasan juga 

merupakan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah 

hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai 

dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah 

ditentukan.
41

 

3. Macam-macam pengawasan 

a. Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control) 

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan 

oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu 

sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan 

organisasi. aparat atau unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan 

segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data 

kemajuan dan data kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil 

pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan 

pimpinan. Untuk itu terkadang pimpinan perlu meninjau kembali 

kebijaksanaan keputusan-keputusan yang telah dikeularkan. 

Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan 
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perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 

bawahannya Internal Control.
42

  

b. Pengawasan dari luar organisasi (external control) 

Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan 

yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi 

itu. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah 

pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, 

atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu sendiri karena 

permintaannya, disamping aparat pengawasan yang dilakukan atas 

nama dari pimpinan organisasi tersebut, ada pula pimpinan organisasi 

yang meminta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan 

pemeriksaan atau pengawasan dari pihak luar organisasi. Permintaan 

bantuan pemeriksaan atau pengawasan dari pihak luar ini biasanya 

dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud tertentu, misalnya 

untuk mengetahui efesiensi kerjanya, mengetahui jumlah pajak yang 

harus dibayar, untuk mengetahui jumlah keuntungan dan lain 

sebagainya.
43

 

c. Pengawasan preventif 

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang 

dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan 

preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau 

kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran 
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pengawasan preventif ini disebut preandit. Adapun dalam pengawsan 

preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut: 

1. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem 

prosedur, hubungan dan tata kerjanya. 

2. Membuat pedoman sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan. 

3. Menentukan kedudukan, tugas, weweang, dan tanggung jawabnya. 

4. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai 

dan pembagian pekerjaannya. 

5. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan. 

6. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari 

peraturan yang telah ditetapkan.
44

 

d. Pengawasan Represif 

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang 

dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya 

pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan 

pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut 

pos-audit.
45
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4. Adapun teknik-teknik pengawasan ialah: 

a. Pengawasan Langsung 

Yang dimaksud dengan pengawsan langsung ialah apabila aparat 

pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan 

langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan. Baik dengan sistem 

inspektif, verifikatif, maupun dengn sistem investigatif. Teknik ini 

dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan 

penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem 

pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control.
46

 

b. Pengawasan Tidak Langsung 

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah apabila 

aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan 

pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk 

kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata 

deretan angka-angka atau statistic yang berisi gambaran atas hasil 

kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya atau 

anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak 

langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam 

pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih 

banyak.
47

  

Melihat dari bentuk-bentuk pengawasan tersebut maka suatu 

pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya 
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dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang 

telah diselesaikan. 

5. Asas-asas Pengawasan 

Asas-asas pengawasan yang dikemukakan oleh Komaruddin antara 

lain
48

: 

a. Asas sumbang terhadap tujuan 

b. Asas penetapan standar 

c. Asas penetapan pokok-pokok pengawasan strategi 

d. Asas tindakan perbaikan 

e. Asas manajemen dengan kekecualian 

f. Asas keluwesan pengawasan 

g. Asas keharmonisan pengawasan 

h. Asas akuntabilitas pengawsan 

6. Tujuan Pengawasan 

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayaningrat adalah: 

a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, 

ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai 

dengan tugas wewenang yang telah ditentukan. 

b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan 

berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya.
49
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B. Teori Implementasi 

1. Pengertian Implementasi 

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan 

menurut istilah implementasi adalah suatu proses peletakan dan praktik 

tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain 

dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.
50

 Implementasi 

dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam 

proses kebajikan.
51

  

Konsep implementasi ini semakin sering diperbincangkan seiring 

dengan banyaknya para pakar yang memberikan pendapat mengenai 

implementasi kebijakan salah satu tahap dari proses kebijakan yang 

ditetapkan. Implementasi ini dianggap sebagai wujud utama dan tahap 

yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.
52

 

Menurut Agustino, Implementasi merupakan suatu proses yang 

dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau 

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang 

sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
53

 

Selanjutnya, menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi itu 

intinya adalah untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver 
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policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok 

sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.
54

 

Implemntasi ini biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap 

fix atau telah siap dirancang. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan 

dari perancangan yang telah fix dirancang. 

Lalu Guntur Setiawan juga berpendapat, bahwa Implementasi itu 

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi 

antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan 

pelaksanaan birokrasi yang efektif pula.
55

 Sehingga dapat disimpulkan 

implemantasi ini merupakans egala sesuatu kegiatan yang terencana, 

bukan hanya suatu aktivitas tetapi juga dilakukan dengan sungguh-

sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan 

kegiatan. Oleh karena itu, implemntasi tidak berdiri sendiri tetapi 

dipengaruhi oleh objek berikutnya. 

Kemudian Daniel A. Mazmainan dan Paul A. Sabatier menjelaskan 

makna implementasi, yaitu pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, 

biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk 

perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 

juga keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan itu 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas 
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tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk 

menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.
56

 

Dari berbagai defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi adalah serangkaian yang dilakukan oleh berbagai pihak 

pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarakan 

aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

a. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi 

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III 

(dalam Agustino),  mengatakan Keberhasilan implementasi 

dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan 

lingkungan implementasi.  

1) Variabel isi kebijakan ini mencakup: 

a) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi 

kebijakan. 

b) Jenis manfaat yang diterima oleh target group. 

c) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. 

d) Apakah letak sebuah program sudah tepat. 

2) Variabel lingkungan implementasi mencakup: 

a) Seberapa besar kekuasaan, kepentinganm dan strategi yang 

dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan. 
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b) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa. 

c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
57

 

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi 

adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan 

politik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang 

melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.
58

 

2. Bentuk-bentuk Implementasi 

Mazmanian dan Sebastiar  dalam Wahab, mendefenisikan 

implementasi dalam pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang-

undang dan juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang 

penting atau seperti Keputusan Badan Peradilan.
59

 

Proses implementasi ini juga berlangsung setelah melalui sejumlah 

tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian 

outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan 

seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi 

bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. 
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3. Implementasi kewenangan 

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian 

awal dari hukum administrasi karena pemerintahan baru dapat 

menjalankan fungsinya adalah atas dasar wewenang yang diperolehnya, 

artinya keabsahan tindak pemerintah atas dasar wewenang yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan.
60

 

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum berbeda 

dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat 

atau tidak berbuat. Sedangkan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti 

hak dan kewajiban.
61

  

Implementasi kewenangan ini berarti hak dan kewajiban yang 

dilakukan oleh individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok yang 

diarahkan pada upaya untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijaksanaan yang telah ditetapkan 

tersebut.
62
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan judul Implementasi 

Kewenangan BPD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap BUMDes 

Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik 

Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam implementasi kewenangan yang dilakukan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha 

Milik Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan 

Usaha Milik Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten 

Kampar, dalam pengawasannya BPD telah melakukan tugasnya dengan baik 

dan juga melaksanakan tugasnya berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 

2010. 

d. Adapun kendala dan hambatan yang terjadi dalam pengawasan Badan Usaha 

Milik Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar 

adalah, a). Adanya kesalahan penerimaan atau penanggapan suatu komunikasi 

dan perhatian antar staff Badan Usaha Milik Desa dengan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa mengenai pengelolaan Bumdes. b). Kurangnya sumber 

daya manusia yang yang memahami tentang ilmu dalam hal pengawasan suatu 

kegiatan. c). Terbatasnya waktu pengawasan, karena dalam pengawasan tentu 

dibutuhkan waktu yang tidak sedikit dan perlu dilakukan sesering mungkin 

untuk dapat mencegah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa hal 

sebagai masukan untuk meningkatkan khazanah keilmuan mengenai Implementasi 

Kewenangan BPD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap BUMDes 

Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik 

Desa. Dalam hal ini saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Perlu ditingkatkan jalinan komunikasi agar pengawasan yang dilakukan 

Badan Permusyawaratan Desa dapat berjalan dengan baik hal tersebut juga 

berdampak pada kelanjutan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. 

2. Pemerintahan desa beserta mitra meskipun berpisah secara struktural tetapi 

tetap merupakan lembaga yang sejajar dan harus saling membantu dan 

mengawasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Bekerja secara 

professional agar terciptanya pemerintahan yang transparan dan berkeadilan. 

3. Perlu meningkatkan koordinasi antar anggota Badan Permusyawaratan Desa 

agar dapat meminimalisir apabila ada kekurangan terhadap Badan 

Permusyawaratan Desa.  
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